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: 1. Ps.sa'. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negarl'I RF.publik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1-3 Tahun 1950 tentang Pembenrukan 
Daerah-Daerah Kabupatcn dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Terigah; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Penrlidikar Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301 ); 

4. Undang-Undang Nomor 14 't'anun '2005 ter.tang Guru dan 

Dosen [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 

' Nnmor 4SRf,): 

5. Undung Unda.ng Namer 23 Ta.hian 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lerubai an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 157, Tambahan t.embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4586) sebagairnana telah d:ubah beberapa kali, terakhir 

: bahwa unruk melaksa nakan ketentuar. Pasal 91 ayat (2) Peraturan 
Dacrah Kabupatcn Grobogan No:nor 5 Tabun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikau, perlu rncnctapkan Peraturan Du.pa.ti 

rentang Penugasan Guru t;ebagai Kepala sekoian: 

BUPATl GROBOGAN, 

DENGAN R,A.HMAT TUHAN YANG MP.HA ESA, 

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH 
DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH K.A.BUPATEN r.ROROGAN 

'TENT ANG 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

l\'OMOR 3' 'T TAHUN 2020 

BUPATI GROBOGAN 

PROVINS! JAWA TENGAH 

Menginga.t 

Menimbang 
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beranggotakan berbagai unsur masyara.kat yang peduli 

pendidikan. 

mandiri yang adalah lernhne;R Pendidikan 4. Dewan 

Dalam Peraturan Bupati ini yang d imaks ud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupatcn Grobogo.n. 

2. Bupati a.dalah Bupati Grobogan. 
3. Pemerintah Daerah adalah tlupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadi kewenangan 

daerah otorrorn . 

l:IAl:I f 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAl 
KEPA'..,A SEKOLAH DI LINGK'UNGAN PEMERJNTAH KABUPATF.N 

GROBOGAN. 

MEMUTUSKi\N 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 rentang 
Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 

centang Pemerinr~hl'ln Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lernbaran NP-g,:ira 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 20Ul:S tentang Guru 

[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemer 194, 
Tarribahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 494 l ] 

&ebagaimana telah diuba h dengan Peraturan Pemerintah 

Numor 19 Tahun 2017 ten tang Pe rubahan atas Peraruran 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, 'rambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tanun 2007 

ten tang Sraridar Kcpala Sekolah I Madrasah; 
8. Pere turun Menteri Pendidikan dan Kebud'ly<i,in Nomor 6 rahun 

2018 tent ang Perrugasan Guru Scbagai Kepala sekolah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 486); 

Mcnetapkc.n 



manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. 
11. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adaJah 

penyiapan kompr1en,=:i calon Kepala Sekolah untuk 

memantapkan wawaaari, pengeleth'..tan, eikap, n ilai , dan 

keterarnpilan dalarn memimpm sekola h, 

12. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program 
dan kegiatan peningkalan pengetahuan, ketcrampilan, dan 
sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan 
berjenjang, hertah ap, dan berkesinarnbungan terutama untuk 
peningkatan ms.najemen, pengembangan kewirausahaan, rlan 

supervisi kepada gu,u clan tenaga kepcndidikan . 

13. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 

yang selanjutnya disingkat LPPKS adalah unit pelaksana 
teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang mcnangani 
pendidik dan tenaga kependidikan. 

14. Satuan Administrasi Pa.nglcal yang selanjutnya disebut, 

SA'l'MINKAL adalah se tuan perid'idilcan utama yang secara 
adminisuasi Guru atau Kepala Sckolah terdaftar sebagai 

Guru atau Kepala Sekolah. 

keterampilan 
kepribad.ian, 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan urusan 

peme,-intahan yang menjadi kewena ngan Daerah. 

6. Dirias Pe11didikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

Perangkat Uaera.h yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan. 
7. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk 

mernimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi 
Taman Kariak Kanak {TK), Sekolah Dasnr (SD) clan .Sekolah 

Menengah Pertarna (SM P). 

8. Pengawas Sekolah adalan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNSl 
yang diangkat dalarn jabatan pengawas satuan pendidika.n. 

9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, mcrnbimbing, mengarahkan, melatih, 
serta rneriilai dan merigevahra si peserta didik pada pendidikan 
anak usia dini jalur pendidiknn formal, pendidikan dasar, dan 

penctidikan rnenengah. 
10. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan 

yang melekat pada dirnensi kompetensi 
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(1) Guru dapat meniadi bakal calon Kepala Sekolah apabila 

memenuhi persyaratan sebagai be-rikut: 
a. memiliki kualifikasi ukudernik paling rendah sarjaria {S-1) 

atau diploma ernpat (D-IV) dari pciguruan tinggi clan 

program studi yang ierakreditasi paling rendah B; 
o. memiliki sertifikat pencidik; 

BAB II 
PERSYA.RATAN BAX.AL CALON KEPALA SEKOLAH 

Pasal 2 

kependidikan di lingkungari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

kesetaraan dan keseiawatan 

perundang-undangan. 
20. Standar nasional pcridid.iknrt o.doluh kriteria mirimal tentang 

sistern pend!dlkan di seluruh wilayah ruaktrrn Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
21. Direktur .Jenderal adalah direktur jenderal yang 

bertanggungjawab dalam pernbinaan Guru dan tcnaga 

berdasarkan peraturan 

bertanggungjawab daiarr; pernbinaan Guru dan tenaga 
kependidikan di lingkungan Kernenreria n. 

l6. Pejabat Perabiua Kepcgawaian adalah pejabat yang 
rnernpunyai kewenangan menetapkan penga11iskatan, 
pernindahan, dan pcmberbentian Pegawai A::,N dan 
pembinaan Mariajemen ASN di instansi pemerintah sesuai 

dengan ketenruan peraturan perundang-undangan. 
l 7. Masyarakat ad ala h kelornpok warga negara Indonesia non 

perner'iutah yang mcmpunyai perho.tian dan peranan dalam 

bidang pendidikan. 

18. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau 
terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang 
terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang 
mengalami bencana alarn. bencana sos.al, atau daerah yang 
berada dalam keadaan darurat .ain. 

19. Perjanjian Kerja atau Kcscpakatan Kerja Bersomo adalah 

perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan 

atai; satuan pendidikan yang rnernuat syarat-syarat kerja 
serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip 

yang acalah direktur jenderal .Jenderal '.5. Direktur 



c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil merniliki pangkai paling 
rendah Penata. golongan ruang 111/c; 

d. pengalarnan rnerrgajar paling s'ingkat 6 (enam) tahun 

menurul i« ,is clan jenjar.g sckolah mo.sing maaing, kecuali 

di TK memiliki pcngalaman rnengajar paling singkat 3 

(tiga) tahun di TK; 
e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Gun: dengan 

sebutan pal.ng rendah "Baik" selama 2 (dua) tahur, 

tcrakhir: 
f. mern iliki pe11galaman ma najc rial dcngan tugo s yang 

relevan dengan fungsi sekolah pa.ing singkat 2 (dua) 

tahun; 
g sehat jasmani, roharu, dan be bas Narkotika, Psikotropika, 

dan Zat Adiktif Jainnya (NAPZA) berdasarkan surat 
keterangan dari rumah sakir Pemerintah; 

h. tidak pernah dikcnako.n hukuman disiplin sedang 

dan/atau berai sesuai dengan ketentuan pere.turan 

perundang-undangan, 
i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi 

terpidana; dan 
J· h~rllsia paling tinggi 56 [lma puluh enam) tahun pada 

wo.kru pengangkatan pertama sebagai Ke pa la Sekolah. 
(2) Pcngalaman manajerial scbagaimana d irnrrkau d aya; Gl) huruf 

f yakru pela.ksanaan rugas tarnbahan yaug uielekat pada 

pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru 

meliputi : 
a. tugas tambahan: dan 
b. tugas tarnbahan lain. 

(::3) Tugaa tambahan sebagaimana dimaksud ::iy:,ir (2) huruf a. 

meliputi : 

a. wakil kepala satuan pendidikan; 
b. ketua program keahlian satuan pendidikan; 
c. kepala perpustakaan satuan pendid.kan; 
d. kepala laboratorium. bengkel, atau unit produksi/ 

teaching facto,y satuan per.didikan; rl::in I atau 

e. pembuubing khusus pada oo tuan pendidikan yang 
mcnyelenggarakan pendidikan inklusif aiau pendidikan 

terpadu. 
(4) Tugas tambahan lain sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, rneliputi 
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dengan pcnyelenggara 

oleh Masyarakat untuk 
Dinas rnelakukan koordinasi 

pendidikan yang diselenggarakan 
(2) 

(1) Dinas menyu sun proyeksi kebutuhan Kcpala Sekolah pada 

satuan pendidikan yang dieelenggoralean Pemerintah Daerah 

untuk jangka wakru 5 (lima) t .. hun y.:U1.5 diperinci per 1 (saru] 

tahun. 

BAB UT 

PCNY!APAN CALON KEPALJ\ SEKOLAH PADA SATUAN 

P~NDIDlKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERlNTAH DAERAH 

ATAU MASYARAKAT 

Pasal4 

(2) Daerah Khusus sebagairnana dirnaksud pada ayai (l) 
ditetapkan oleh Bupati. 

ruer.ga ell paling sedlkit ::J (tig<>) b. memiliki pengatarnan 

tahun. 

(1) tialarn hal guru akan diusulkan mcnjadi bakal calon Kepala 
Sekolah di Daerah Khusus, persyaratan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat 
dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat 1. 

golongan ruang !!lib; dan 

Pa.sal 1 

a. wali kelas; 
b. pembina Organisasi Siswa lntra Sekolah (OS!S); 
c. pembina eksrrakur-iktrler: 

d. koordinator Pcngcmbrmgan Keprofe sian Berkelanjutan 

(PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG); 
e. Guru piket; 
f. ketua Lernbaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-Pl); 

g. penilai kinerja Guru; 
h pengunts organisaair asosiasi prnfesi Guru; dan/atau 
1. tutor pada pcndidikar; jarak jauh pendidikan doscr don 

pendidikan menengah. 
(5) Tugas tarnbahan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) hur.if a 

sampai dengan huruf e clan ayat (4) huruf a sampai dengan 

huruf g dilaksanakan pada masing-masing SATMINKAL. 
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(1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada sat.ran 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
sobagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1) huruf a 
dilakukan dengan meka.nisme sebagai berikut 

a. Kepala Sekolab clapat ruengueulkan Guru pace sat.ue n 

pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah 

kepada Kepala Dinas; atau 
b. Guru pada satuan pend.dikan yang diselenggarakan oleh 

Pernerintah Daerah yang memenuhi persyaratan 

sebagairnana dimaksud da.lam Pasal 2 dapat mengajukan 
pcrmohorian untuk mengikuti seleksi bakal colon Kepala 
Sel<olah kepada Kepala Dinas seteiah mendapat 
rekomendasi dari Kepala Sekolah SATMlNKAL tempat 
Guru yang bersangkutan berrugas. 

Pasal 6 

(1) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pernerintah Daerah termasuk yang akan 
ditugaskan di Daerah Khusus dilakukan melalui tahap: 
a. pengusulan bakal calon Kcpala Sekolah; 

b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; clan 

c. Peudidikan clan Pelatihan Calon Kepala Sekolal1. 

('..:!) Penyiapan caJon Kepala Sekolah pada saruan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh rnasyarakat dilakukan melalui tahap: 
a. penyampaian bakal calon Kepala Sekolah; 
b. seleks.i bakal calon Kepala Sekolah; dan 

c. Pendidika.n dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. 

?asal 5 

menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan 
pendidikar, yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk 
jangka waktu 5 ('ima) tahun y1'1ng diperinci per 1 (sam) tahun 

(3) Dinas atau pcnyclcnggara pcndjdikan yang clisclcnggarakan 
oleh Masyarakat rnenyiapkan calon Kepala Sekolah untuk 
mengikuti pelatiban calon Kepala Sekolah berdasarkan 
proyeksi kebutuhan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2). 
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(4) Seleksi admmistrasi sebagairnana dlrnaksud pada ayai ( 1) 

huruf a merupakan penilaian dokumen yang rneliputi: 

a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik; 
b. fotokopi sertifikat pendidik; 
c. fotokopi surat keput·.1sa.n pangkat dan jaba+an rerak hir 

bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah; 

d. .otokopl surat keputusan peugangkaran atau perjanjian 

xerja bagi Guru bukan Pegawai Negcri Sipil pada saruan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakar; 
e. surat keterangan pcngalaman mengajar yang dikeluarkan 

oleh sar uan pendidikan: 

f. fotokopi basil penilaiun prestaei kerja pegawai dalarn 2 

{dua) tahun terakhir: 

g. Iotokopi swat keputusan atau surat keterangan terkait 
pengalaman rnanajerial dengan tugas yang relevan dengan 
fungsi sekolab sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat 

(1) huruf f; 

oleh penyclenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh 

MQsyo.rakat clan h as il sele ksi adrniriist.ra si dilapcrkan kepada 

Dill as. 

[L] Sclcksi bakal colon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksuo 

dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal S ayat (2) huruJ b 

dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu: 
a. seleksi adrnin.straei; dan 
b seleksi substansi. 

(2) Seleksi acministrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) 
huruf a h;:igi hakal calon Kepala Sekolar, pada satran 

pcrididikan yang diselenggo.rako.n oleh Pernerintah Daerah 

dilakukan oleh Dinas. 
(3) Seleksi adrniniatrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1.) 

huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukaa 

• 

Pasal 7 

dilakukan oleh pirnpirian pcr,yelenggura pendidikan yang 

disetenggarakan olen Masyarakar kepada Dinas. 

(2) Penyampaian bakal calon Ke pal a Sekolah pad a saiuan 

pendidikan yang diselenggarakan olch masyarakat 
sebag,ajmana dirrraksnrd dalam P;:,,:;a I :', ayai 12) huruf a 
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dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud 
d~Iam P~isAI 7 ayat (7). 

(2) Baka! calon Kepnla Sel<oklh yang sudah lolos seleksi substansi 

sebagairnana diruaksud pada ayat (1) drus'ulkan olcb Dinas 

atau penyelenggara pendicnkan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat kepacla LPPKS dengan ternbusan kcpada Oirektur 
Jenderal. 

(1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaiurana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat ('.2) 

huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah 
' 

flasal 8 

(8) Hasil seleksi substansi sebagaimana dima.ksud pada ayal (7) 

disampaikan oleh LPPK:::; kepada Dinas atau penyelenggara 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang 
mengajukan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (6). 

h. surat keterangan seaat jasrnani, rohani, dan bebas 

Narkotika, Psikotropika, dan Zac Adiktif lainnya 

(NAPZA) yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pernerintah: 

i. surat keterangan tidak pernah dikenakan huJ.:uman 

disiplin sedang dau/ atau beral can atasan atau pejabat 
yang bcrwenang, 

J· surat pernyataan tidak sedang menjadi iersangka atau 
r.dak pernah menjadi tcrpidana: dan 

k. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan 

penyelenggaru pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Masyarakat. 
{5) Seleksi substansi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf 

b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos 
seleksi administrasi. 

(6) Dinas atau penyelenggara pendidikan yang tfo::elt>.neear~·<~n 

olch Masyarakat mcng;:tjukan bakal calon Ke pu lo Sekoloh 

yang dinyataka n lolos seleksi adrninist.rasi untuk meugikuti 

seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada 
Direktur Jenderal. 

(7) Seleksi substansi sebagairr.ana dimaksud pada ayat (1) huruf 
h rneri ipa ka n res potensi kepemirupinan yang dilakukan oleh 
LPPKS. 
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(1) PengangkAt:an Ki,p,dn i'\eknlnh dilakaanakan bagi calon Kepala 

Sekolah yang reluh rnerniliki Sunn 'Tunda Tamat Pendidikan 

dan Pelatihan Caton Kepala Sekulah sebagairnana diruaksud 

dalam Pasal 8 ayat (4). 
(2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh 

pejabat pernbina kepegawaian atau piropinan penyelenggara 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 

setelah mend.a.pat rekomendasi dari tim pertimbangan 

pengangkatan !{cpala Sckolah. 

(3) Tim pertimbangan pengangkatan Kcpala Sekolah sebapaimana 
dimaksud pada ayat [21 bagi satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh 
peiabat pembina kepegawaian. 

(4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala. Sekolah sebagairnana 

dimaksud pada ayal (2) bagi satuan pcndidikan yang 

diselenggarakan oten masyarakat ditetapkan oleh 

pimpinan penyclenggara pendidikan yang diselenggarakan 

oleh Masyarakat. 
(5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan 

pendidikan yang diselenggarakan nleh Pernerintah Daerah 

BAB IV 

PROSES PENGA:-JGKATAN KEPALA SEKOLAH 
Pasal 9 

mcngikat. 
(4) Baka! calon Kepala Sekolah yang dinyatakan luJus 1-'endidikar. 

dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tarnat 
Pendidikan dan Pelatihan Caton Kepala Sekolah yang 
ditanclatangani cleh Direktur .Jenderal. 

(S) Bakal calon Kepala Sckolah yang dinyatako.n tidalc lulus diaeri 

kesempatan untuk mengikutl kembali Periuidikan JaJ1 

Pelatihan Calon Kepa la Sekolah paling banyak 2 (dua) kali. 

(6) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatiha.i Calon Kepala 
Sekolah sebaga.mana dimaksud pada ayat (<I) mcrupakan 
salan satu syarat mengikuti proses pengangkatan rnenjadi 
Kepala Sekolah. 

(3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana 
dirnaksud pada ayal (1) dibiayai oleh Pemerintah. Pemerintah 

Dneruh, Mc syarukac, atau aumber lain yang sah dan tid ak 
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l<hu,;us dilo.keanc kan dengan periodisas,. 

(2) Per iod isa si sel.JaJai1w;11c1 dimaksud pada ayat (1), setiap rnasa 

periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) :ahun. 

(3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Ke oala 
Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 
(tiga) kali masa periode atau paing lama 12 (dua belas] tahun. 

(4) Penugasan Ke pal a Sekolah periode pertama pada SATMTNKAT. 

yang sama paling scd ikit 2 (dual tahun don po.ling larno 2 

(dua) masa pcriode arau 8 (delapan) tahun, 

(5) Penugasan Kepala Sekolah sebagairnana dimaksud pada ayat 

( l} berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setia p tahun 
denzan sebu:an paling rendah 'Baik". 

(6) Oalam hal hasil penilaian pre st.asi kerja tidak mencapai 

dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepa.a Sekolah yang 

bersangkutan tidak dapat diperpanjarig masa tugasnya 

sebagai Kepala Sekotah. 
(7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya 

sebagaimana dimak sud pada ayat (6) dapat ditugaskan 

kem bali sebagai Guru. 
(8) Setelah menye.esaikan tugas pada periode keriga , Kr.p:>ill'l 

Sel<olah dapat dipcrpanjang pcnuge.sa.nnya untuk periode 

keernpat setelah rnelalui uji kornpetensi. 
(9) Pelaksanaan uj: kornpetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) berdasarkan ketenruan peraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 10 

( 1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang 
di,sP.IP.ngvirl'lk,rn oleh Pemerintah Daerah terrr.a suk di Dacrah 

BABV 

PENUGASAN KEPALA S~KULAH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur 
sekretariat Daerah, Dinas, Dewan Pendidikan, dan Pengawas 
Sekolah. 

[6) Tirri pertjuibacgan pengangkatan Kepala Sckoiah bagi saruan 

pendidikan yang disclenggarakan oleb Masyarnkat 

sebagaimana dimaksud pada ayat [4) merupakan majelis 
pertimbangan pada penyelenggara pendidikan yang 
diselenggarakan o!eh Masvarakar. 
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a. merencanakan program sckolah; 

b. mengelola standar nas.onal pendidikan, meliputi : 

1. melaksanakan pengelolaan standar kornpetensi 
lulusan; 

2. melaksanakan pengelolaan standar isi; 
3. melaksanakan pengelolaan srandar proses; 

(I) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan 

tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan 
supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan, 

(2) Tugas Pokok Manajerial sebagimana dimaksud pada avat (1) 

adalah : 

BAB VJ 

TUGAS PO KOK KEP.'\LA SH:KOLAH 

Pasal 12 

(1) Perrugasan Kepala Sekolah pada saruan pr-ndidika n yang 

diselenggarakan olcb masyarakat diruangkan dalam 

perjanjian kerja. 
[2) Dalam hal basil penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah pada 

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat 
tidak mencapai dengan sebutan paling rendah 'Baik", 
penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Masyarakat dapa.t memberhentika.n yang bersangkuta.,n 

sebagai Kepala SekolaJ1. 

(:1) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan 
kembali sebagai Guru. 

(4) Penugasan kernbali sebagai Guru sebagairnana dimaksud 
pada ayat (.3) rlilRkt1k8n nleh penyelenggara sa n.ia n 

pcndidikan yang disclcnggarakan olch masyarakat dcngan 

mempertlrnbangkan kebutuhan dan jurnlah Guru pada satuan 
pendidikan yang bersangkutan. 

Pasal 11 

(10) Penugasan kernbali sebagai Guru sebagaimana dirnaksud 

pada RyAt (7) dilakukan oleh Dinas dengan 
mcmpcrtimbangkan keburuhan do.n jumluh Guru di 

wilayahnya. 
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c. menindaklanjuti hasil supervisi terhadap Guru dalam 
rangka peningkatan profesionalisme Guru; 

d. melaksanakan evaluasi supervisi Guru dan tenaga 
kepen:iidikan; d:..n 

e. rnerencanakan dan men incla xlanj uti hasil cvah.iaai dun 

pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada Guru Lla11 
cenaga kependidikan. 

(5) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertuiuan unruk mengembangkan sekolah dan 

b. 

merencanakan program supervisi Guru dan ccnaga 

kependidikan; 

melaksanakan s uperv isi tcrhadap Guru dan tcnaga 

xependkttkan: 

a. 
di rnaksud pada avat (1) melipuu : 

program c. melaksanakan 
kewirausahaan. 

(4) Supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan sebagairnana 

pc:11gc:111 bangan evaluasi 

dan 

4. mclaksar.akan program pemagangan. 

2. rne.aksanakan 
kewirausahaan: 

3. melaksanakan pengernbangan program unit produksi; 

jiwa pengembangan program 

4 rnelaksanakan pengelolaan standar penilaian; 
5. rnelaksanakan pengelolsan standar pendidik can 

teuaga kcpcndidikan; 
b. melaksanakan pengclolaan sLa11dar sararia dan 

prasarana; 
7 melaksanakan pengelolaan standar pengelolaan: 
8. melaksanakan pengelolaan standar pernbiayaan. 

c. melaksanakan perigawasan dan evaluasi: 

d. melaksanakan kepeuriurpinan sekolah; dan 
e. mengelola sistern inforrnasi manajernen sekolah. 

(3) Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana di maksud pada 
ayat ( 1) meliputi : 
a. rnerencanakan program pengernbangan kewirausahaan; 
b. melaksanakan prograrr pe-ngernba ngan kewirausanaan: 

1. program pengcmbangan jiwa kewirausahaan (in,w;:,;,.i, 

kerja keras, pautaug ruenycrah, dan motivasi unruk 

sukses); 
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(1) Peniiaian prcataai kerja Kepala Sekolah clilakukan secara 

berkala setiap tc1:,u11. 

(2) Penilaian prestasi kerja Kepala sekolah sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

dan pcrilaku, serta kehad i ran. 

BABIX 

PENILA!AN PRESTASl KERJA KEPALA SEKOLA'.-1 

Pasal l5 

Pasal 14 
Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan 

kerentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

BAB VlII 

PEJl,IBINMN K.ARIR KSPALA SEKOLAH 

Pasal 13 
(1) Kepala Sekolah harus men:buat perencanaan dan 

rnelaksanakan Pengernbangan Keprofesian Berkelanju Lan. 
(2) Pengernbangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana 

dirnalcsmd p<ac-lR ayat (ll dilaksanakan sesua: dengan 

ketcntuan perat.arcn pcrundang-undangan. 

BAB vn 
PENGF.MBANGAN KEP~OFESJAN BERKELANJUTAN 

K'EPALA SEKOLAH 

meni.ngkatkan rnutu sekolah berdasarkan 8 (delapanl standar 

nasicrial p-ndicikan. 
(6) Oalam ha! terjadi kekurangan guru pada sa n ian pendidikan. 

Kepala Sekolah dapat mclaksanakan rugas pcrnbclajaran atau 

pernbirnbingan agar proses pernbelajaran atau pembilnbingan 
tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang 

bersangkutan, 
[7) Kepala SeknlAh yang rnelaksanakan tuzas pernbelajaran atau 

pembin:binge.n sebagairriana dimaksud pi'I08 aya t 13). tugas 

pembelajaran atau perubirnbingan tcrscbut merupokan tugas 

tambahan di luar tugas pokoknya, 
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pengadilan yang telah rnermnki kekuatan nukurn terap; 
hasil penilaian prestasi kerja tidak rr.encapai dengan 
sebutan paling rendah "Baik"; 

g. tugas belajar fi (enam) bulan berturut-turut atau lebih; 

h. rncrijad.i anggotn par-tni politik; 

i. mendudukijauall:1.11 negara; dan/atau 
J· meninggal dunia. 

(2) Ketidakmampuan scbagaimana pada ayat (1) huruf d 
dibuktikan dengan surat keterangan dari tim dokter 

pemerintah. 

pul·.1san berdase.rkan h ukum sanksi e. dikenakan 

Pasal l6 

(1) Kepala Sekolah dapat diberhen:lkan dari pcrrugasan karena: 

a. mengundurkan diri; 
b. rnencapai batas usia pensiun Guru; 
c. diangkat pada jabatan lain; 
d. tido.k mampu seca.ra jasmarn danj atau rohani sehingga 

udak dapat mcnjalnnko.n kewajibannya; 

BABX 
PEMRERH~NTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH 

Berkela.1,jutan; dan 
e. tugas tarnbanan di Iuar tugas pokok scbagaime>ns 

dimaksud dalarn Pasal 12 ayal (1 J. 
(4) Peni.aian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat Pl 

dilakukan berbasis bukti fisik pcningkatan mutu 8 (delapan] 

s tandar nasional pendidikan. 
(5) Dalarn melaksanakan Penil"'i,m prestasi keria sebagaimana 

dirnak.sud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepala Dirias 

atai; penyelenggara pendidikan y<lug ctiscle:1ggarakan oleh 

Masyarakat dapat dibantu oleh Pengawas Sekolah. 

Keprofesian Pengembangan -pelaksan;,,~n d , hasil 

(3) Penilaian prcstas: kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

dilaksanakirn r.leh atasan langsung sesuai dengan 

kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut: 

a. hasil pelaksanaan tugas rnanajer.al: 

b. basil per.gembangan kewirausahaan; 
c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga 

kependidikan; 
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Pada saat Pcraruran Bupati irri mulo.i berlaku: 

a. Kepala Sekolah yang sedang rueujabat tetap mclaksanakan 

rugas sebagai Kcpala Sekolah sesuai dengar. ketenruan 
peraturan perundang-undangan: 

b. rnasa cugas Kepala Sckolah sebagaimana dirnaksud dalarn 

huru! a, mengikuti ketentuan dalarn Peraturan Bupati ini: 

c. peniloio.n prestasi kerja Kepala Se kolah sebagaimana dimaksi id 

daiarn huruf ct, ditaksariakan :;e,;uai dcngan kctc nt uari dalam 

Peraturan Bupati Loi, 
d. Guru yang pernah ditugasxan sebagai Kepala Sekolah sebelum 

berlakunya Peraturan Bupati ini, masa penugasannya tidak 

dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peran.ran 
Bupati ini; 

c, Kepala Sekolah sebagaimana drmak sud d ala.rn huruf " yang 

belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendldika:1 dan Pelatiha n 

Caton Kepala Sekolah wajib mengikuti dan lulus pendidikan 

dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah; 

BAB Xl 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 

Kepala Sekolah tida.k dapat mer-arrgka p se bagai pelaks::in;i r ugas 

jaba LaI1 le.in lebih dari 6 (cnam) bulan bcrlurut-turut. 

Pasal 17 

(3) Kepala Sekolah yang ciiberhentikan berdasarkan sebab 

sebagairnana dimaksud pada avat (1) huruf C huruf g, dan 
huruf i dapat diangkat kembali sebagai Guru. 

(4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hnrus 

melalui program orientasi sebelum diangkat kernbah sebagai 

Guru. 
(5) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagairnana dirnaksud pada 

ayat ( 1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau 

penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan olch 

MasyarakaL. 

(6) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayal (4) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mu.ai berlaku, Peraturan Bupati 
Grobogan Nemer 54 T,ihun ?.007 rcnrang Periorna n Penugasan 

Guru Scbagai Kcpala Sekolah di Lingkungan Pernerincah 

Kabupaten Grobogan (Serita Daerah Kabupaten Orobogan Ta.huri 

2007 Nomor 15 Seri E) sebagairnana Lelah diubah dengan : 
a. Peraturan Bupati Grobogan Nornor 17 Tahun 2008 tenrang 

Perubahan Atas Peraturan Bupari Grobogan Nornor 54 Tahun 
20C7 renrang Pedorna n Periugasan Guru Sebagai Kcpala 

Sekolah di Lingkungan Pemeriritah Kabupaten Grobogan (Berita 

Daerah Kabupateu Orubogau Tahun 2008 Nomor C, Seri E); 
b. Peraturan Bupari Grobogan Nomor 31 Tahun 2011 ten tang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 
Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala 

BAB XIJ 

Kl!:T~NTUAN l-'ENUTUP 

Pasal 19 

L Kcpala Sekolah y3ng tidak lulus pcndicikan dan pelauhan 
penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dirnaksud dalarn huruf 
e diberi kesernpatan untuk rnengikuti kembali pendidikan dan 
pelatihari penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 [cua] kali; 

g. Kepala Sekolab ya111s incugikuti peudidikan dau pclatihan 
penguatan Kepala Sekolah sebagairnana dirnaksud dalam huruf 
I, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan 
sebagai l{epala Sekolah berdasarkan usulan Direktur .Jenderal 

ke pada kepala Dinas Mau penyelengga-a pendidikan yang 

disclcnggarakan olch Masyarakat; 

h. pendicikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekula h 
sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilaksanakan oreh 

LPPKS atau lernbaga lain yang telah bekerjasarna dengan 
LPPKS berdasarkan persetujuan dad Direktorat Jenderal yang 
menangani pendidik dan tenaga kependidikan; 

i. Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu SATMJNKAL 

selama le bih dari 8 (dclapan) te htiri. Dmas harua mcmutasi 

Kepala sekoian yang bersangkutan ke satuan pendidikan Jain 

sesuai peraturan perundan-undangan: dan 
J. pelaksanaan uji kompetensi sebagairnana dimak sud dalam 

Pasal 10 ayat [9) bagi Kepala Sekolah yang se:lang -nenjabat 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR ?'1 

' 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 9 Jl,\Mi 2..0Z.O 

~jffl~~9AE! 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini de ngan penernpa iannya da.lam Berita Daerah 

Kabupateu Orobogan. 

Pasal 20 

. 
Daerah Kah11:1AtP.11 Grobogan Tahun 2008 Nomor 21 Seri E); 
clan 

c. Peraruran Bi.patl Gr olroga n Nomor 33 Tahun 2017 .tentnng 

Peruoahan Ketiga Atas Peraturan Bupau Grobogan Nomor 54 
Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala 
Sekolah di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Grobogan (Berita 
Daerah Kahupatcn Grobogan Tahun 2017 Nomor 33); 

dicabut dan dinya takan udak berlaku. 

seko.ah di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Grobogan [Berira 


	NPSCN_001.pdf
	NPSCN_002.pdf
	NPSCN_003.pdf
	NPSCN_004.pdf
	NPSCN_005.pdf
	NPSCN_006.pdf
	NPSCN_007.pdf
	NPSCN_008.pdf
	NPSCN_009.pdf
	NPSCN_010.pdf
	NPSCN_011.pdf
	NPSCN_012.pdf
	NPSCN_013.pdf
	NPSCN_014.pdf
	NPSCN_015.pdf
	NPSCN_016.pdf
	NPSCN_017.pdf
	NPSCN_018.pdf

